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ABSTRAK
Hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi pidana paling
berat, telah menjadi topik perdebatan yang panjang dan kompleks
di berbagai belahan dunia. Penerapannya seringkali memicu
perselisihan yang mendalam antara kelompok yang mendukungnya
sebagai bentuk keadilan retributif, di mana pelaku kejahatan
dianggap pantas menerima hukuman yang setimpal dengan
perbuatannya, dan kelompok yang menentang karena bertentangan
dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk
hidup. Dalam konteks penelitian ini, akan menganalisis secara
komparatif penerapan hukuman mati di berbagai negara dengan
adalah untuk
mengidentifikasi tren, pola, dan faktor-faktor yang mempengaruhi

sistem hukum yang berbeda. Tujuannya
keputusan negara dalam mempertahankan atau menghapuskan
hukuman mati. Selain itu, juga akan mengevaluasi argumen-
argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik yang
mendukung maupun yang menentang hukuman mati. Perspektif
kesejahteraan dalam penelitian ini akan mengkaji dampak
penerapan hukuman mati terhadap kesejahteraan masyarakat
secara keseluruhan. Akan menganalisis apakah hukuman mati
benar-benar dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi
masyarakat, atau justru menimbulkan trauma dan polarisasi sosial.
Selain itu, juga akan mempertimbangkan dampak psikologis
terhadap keluarga korban dan pelaku kejahatan, serta potensi
terjadinya kesalahan dalam proses peradilan yang dapat
mengakibatkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah.
Perspektif efektivitas akan berfokus pada sejauh mana hukuman
dapat mencapai pemidanaan, seperti
memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan
keadilan. Akan mengevaluasi bukti-bukti empiris yang ada
mengenai hubungan antara penerapan hukuman mati dengan
tingkat kejahatan, serta menganalisis apakah ada alternatif

mati tujuan-tujuan

hukuman lain yang lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan
tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan yang berarti
kompleksitas isu hukuman mati. Temuan-temuan penelitian ini
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan,

kontribusi dalam memahami
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penegak hukum, dan masyarakat luas dalam merumuskan
kebijakan yang lebih baik terkait dengan penerapan hukuman mati.
Melalui studi literatur dan analisis data dari berbagai sumber,
penelitian ini akan mengkaji perbedaan pendekatan dalam
penerapan hukum mati, baik dari segi landasan hukum, prosedur
pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Beberapa
aspek yang akan dibahas meliputi frekuensi penggunaan hukuman
mati, jenis kejahatan yang dikenai hukuman mati, prosedur
pengadilan, dan mekanisme pengawasan. Hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai penerapan hukuman mati di berbagai negara. Selain itu,
penelitian ini juga akan menganalisis efektivitas hukuman mati
sebagai alat pencegahan kejahatan dan dampaknya terhadap tingkat
kriminalitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam memuat mengenai hukuman mati
dan menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan
dalam merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif
dalam mengatasi kejahatan.

Kata kunci: Efektivitas, Hukuman Mati, Kejahatan

ABSTRACT
The death penalty is one of the most severe forms of criminal sanctions, and
has been a topic of long and complex debate in various parts of the world.
Its application often triggers deep disputes between groups that support it
as a form of retributive justice, where perpetrators of crimes are considered
deserving of punishment commensurate with their actions, and groups that
oppose it because it contradicts the principles of human rights, especially
the right to life. In the context of this study, we will comparatively analyze
the application of the death penalty in various countries with different legal
systems. The aim is to identify trends, patterns, and factors that influence
a country’s decision to maintain or abolish the death penalty. In addition,
we will also evaluate the arquments put forward by both parties, both those
who support and those who oppose the death penalty. The welfare
perspective in this study will examine the impact of the application of the
death penalty on the welfare of society as a whole. We will analyze whether
the death penalty can truly provide a sense of security and justice for
society, or whether it actually causes trauma and social polarization. In
addition, we will also consider the psychological impact on the families of
victims and perpetrators of crimes, as well as the potential for errors in the
judicial process that can result in the execution of innocent people. The
effectiveness perspective will focus on the extent to which the death penalty
can achieve the objectives of punishment, such as providing a deterrent
effect, protecting society, and restoring justice. It will evaluate the existing
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empirical evidence regarding the relationship between the application of the
death penalty and the crime rate, and analyze whether there are other
alternative punishments that are more effective in achieving these
objectives. Owverall, this study is expected to provide a significant
contribution to understanding the complexity of the death penalty issue.
The findings of this study can be used as considerations for policy makers,
law enforcers, and the wider community in formulating better policies
related to the application of the death penalty. Through literature studies
and data analysis from various sources, this study will examine the
differences in approaches to the application of the death penalty, both in
terms of legal basis, implementation procedures, and its impact on society.
Several aspects that will be discussed include the frequency of use of the
death penalty, types of crimes subject to the death penalty, court procedures,
and monitoring mechanisms. The results of the study are expected to
provide a comprehensive picture of the application of the death penalty in
various countries. In addition, this study will also analyze the effectiveness
of the death penalty as a crime prevention tool and its impact on crime rates.
Thus, this study is expected to contribute to the publication of the death
penalty and become a consideration for policy makers in formulating more
humane and effective policies in overcoming crime.

Keywords: Effectiveness, Death Penalty, Crime

PENDAHULUAN

Hukuman mati, sebagai salah satu bentuk pidana tertua yang masih eksis hingga kini,
telah menjadi topik perdebatan yang kompleks dan berkepanjangan di berbagai belahan dunia.
Meskipun telah diterapkan selama berabad-abad, penerapan hukuman mati terus memicu
perselisihan yang mendalam di kalangan akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan
masyarakat umum. Perdebatan ini berpusat pada dua isu utama: pertama, aspek kemanusiaan
yang mempertanyakan apakah negara memiliki hak untuk merampas nyawa warganya, terlepas
dari kejahatan yang telah mereka lakukan. Kedua, efektivitas hukuman mati dalam mencapai
tujuan pemidanaan seperti memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan
keadilan. Kesenjangan pandangan yang mendasar ini telah membentuk lanskap hukum pidana
di berbagai negara, dengan beberapa negara mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari
sistem peradilan mereka, sementara yang lainnya telah menghapuskannya.

Dari sudut pandang kemanusiaan, hukuman mati seringkali dianggap sebagai
pelanggaran paling fundamental terhadap hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup (Amnesty
International, 2023). Hak ini diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada setiap
individu dan tidak dapat dicabut dalam kondisi apapun. Dengan melaksanakan eksekusi mati,
negara pada dasarnya merampas nyawa warganya, tindakan yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip kemanusiaan dan martabat manusia. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa kesalahan
dalam proses peradilan dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah, sebuah
tragedi yang tidak dapat diperbaiki. Argumen lain yang sering dikemukakan adalah bahwa
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hukuman mati tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri
atau menunjukkan penyesalan. Oleh karena itu, banyak pihak yang berpendapat bahwa
hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat merupakan alternatif yang
lebih manusiawi dan efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 3 secara tegas menyatakan bahwa setiap
orang berhak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi (United Nations, 1948). Prinsip
fundamental ini menjadi dasar bagi perlindungan martabat manusia di seluruh dunia. Hak untuk
hidup, yang merupakan hak asasi yang paling mendasar, menjamin setiap individu memiliki hak
untuk menjalani kehidupan tanpa ancaman kematian sewenang-wenang. Kebebasan, yang tak
kalah penting, memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan diri,
mengekspresikan pendapat, dan menjalani kehidupan sesuai dengan pilihannya. Sementara itu,
keamanan pribadi menjamin setiap orang terhindar dari rasa takut dan ancaman terhadap
keselamatan fisik dan mental. Ketiga hak ini saling terkait dan membentuk fondasi bagi
terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Namun, penerapan hukuman mati jelas
bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia, karena negara pada dasarnya merampas hak hidup seseorang. Namun, para
pendukung hukuman mati berargumen bahwa hukuman mati merupakan bentuk keadilan yang
setimpal bagi pelaku kejahatan berat.

Di sisi lain, efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegahan kejahatan telah menjadi
subjek perdebatan panjang dan intensif. Meskipun seringkali diklaim sebagai bentuk hukuman
yang paling efektif untuk memberikan efek jera, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa
tidak ada korelasi yang signifikan antara penerapan hukuman mati dengan penurunan tingkat
kejahatan secara keseluruhan (Donner, 1991). Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa
negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati justru memiliki tingkat kejahatan yang
lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang masih menerapkannya. Hal ini
mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti kondisi sosial ekonomi, kualitas sistem
peradilan pidana, dan tingkat pendidikan, memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap
tingkat kejahatan dibandingkan dengan keberadaan atau tidaknya hukuman mati. Selain itu,
terdapat kekhawatiran bahwa ancaman hukuman mati dapat mendorong pelaku kejahatan untuk
melakukan tindakan yang lebih brutal atau menghilangkan nyawa saksi untuk menghilangkan
jejak.

Bahkan, sejumlah penelitian telah menunjukkan adanya tren yang menarik yaitu negara-
negara yang telah menghapuskan hukuman mati cenderung memiliki tingkat kejahatan yang
lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati
(Radelet, 1990). Temuan ini bertentangan dengan anggapan umum bahwa hukuman mati
merupakan pencegah kejahatan yang efektif. Beberapa studi mendalam telah mengidentifikasi
berbagai faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini, di antaranya adalah: kualitas sistem
peradilan pidana yang lebih baik, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta investasi yang
lebih besar dalam program-program rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Negara-negara yang
berhasil menghapuskan hukuman mati umumnya memiliki sistem peradilan pidana yang lebih
adil dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum pun meningkat. Hal ini
pada gilirannya dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kejahatan, karena masyarakat lebih
cenderung untuk melaporkan tindak pidana dan bekerja sama dengan pihak kepolisian.
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Perbedaan yang signifikan dalam penerapan hukuman mati di berbagai negara
menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal atau universal dalam menghadapi isu ini.
Kebijakan terkait hukuman mati sangat dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk sistem
hukum yang berlaku, pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan keadilan, tingkat kejahatan
yang terjadi, serta pengaruh politik dan agama (Amnesty International, 2023). Beberapa negara
mempertahankan hukuman mati sebagai bagian integral dari sistem peradilan mereka,
sementara negara lain telah menghapuskannya atau memberlakukan moratorium. Hal ini
menunjukkan bahwa keputusan untuk mempertahankan atau menghapuskan hukuman mati
merupakan hasil dari pertimbangan yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan yang
saling bertentangan. Faktor-faktor sejarah, budaya, dan sosial juga memainkan peran penting
dalam membentuk kebijakan terkait hukuman mati di setiap negara. Oleh karena itu, penting
untuk melakukan perbandingan komparatif terhadap penerapan hukuman mati di berbagai
negara untuk memahami konteks, tantangan, dan penerapan kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan komparatif terhadap penerapan
hukuman mati di beberapa negara dengan fokus pada dua perspektif utama, yaitu kesejahteraan
dan efektivitas. Melalui studi literatur dan analisis data, penelitian ini akan mengkaji perbedaan
pendekatan dalam penerapan hukum mati, baik dari segi landasan hukum, prosedur
pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi dalam memuat mengenai hukuman mati dengan memberikan
pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas isu ini. Selain itu, hasil penelitian ini
juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam
merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif dalam mengatasi kejahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai metodologi utama. Pilihan ini
didasarkan pada keunggulan metode ini dalam mengumpulkan data yang luas dan mendalam
dari berbagai sumber, khususnya publikasi ilmiah seperti jurnal dan buku maupun laporan
penelitian. Dengan melakukan tinjauan pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi, menganalisis,
dan mensintesis temuan-temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik hukuman
mati. Melalui analisis komparatif terhadap berbagai studi, penelitian ini bertujuan untuk
memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penerapan hukuman mati dalam
konteks kemanusiaan dan efektivitasnya sebagai alat pencegahan kejahatan.

PEMBAHASAN
1. Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Berbagai Negara dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia.

Ketika kita melihat penerapan hukuman mati di berbagai negara dalam kacamata hak
asasi manusia, kita akan menemukan beragam praktik dan kebijakan hukum yang sangat
kontras. Beberapa negara masih mempertahankan hukuman mati sebagai bagian integral dari
sistem peradilan pidana mereka, berargumen bahwa hukuman mati merupakan bentuk
keadilan yang setimpal bagi kejahatan berat. Di sisi lain, banyak negara telah mengambil
langkah progresif dengan menghapuskan hukuman mati, mengakui bahwa praktik ini
bertentangan dengan martabat manusia dan tidak memiliki efek jera yang signifikan.
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Perbedaan yang mencolok ini mencerminkan keragaman pandangan dan nilai-nilai yang
dianut oleh masing-masing negara (Amnesty International, 2023).

Perbedaan dalam penerapan hukuman mati ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor
kompleks. Sejarah hukum suatu negara, misalnya, memainkan peran penting dalam
membentuk pandangan masyarakat terhadap hukuman mati. Pengaruh agama dan
keyakinan moral juga turut membentuk persepsi terhadap hukuman mati. Selain itu, tekanan
dari komunitas internasional, terutama organisasi hak asasi manusia, juga mendorong
beberapa negara untuk merevaluasi kebijakan hukuman mati mereka. Faktor-faktor sosial,
politik, dan ekonomi juga turut mempengaruhi keputusan negara dalam mempertahankan
atau menghapuskan hukuman mati. Sebagai contoh, tingkat kejahatan, kondisi sistem
peradilan pidana, dan stabilitas politik dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan
kebijakan terkait hukuman mati.

Perdebatan mengenai hukuman mati telah berlangsung selama berabad-abad, dengan
kedua belah pihak menyuarakan argumen yang kuat. Pendukung hukuman mati seringkali
berpegang pada prinsip keadilan retributif, yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan berat
harus menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Mereka berargumen bahwa
hukuman mati adalah bentuk keadilan yang paling adil bagi korban dan keluarga mereka,
serta berfungsi sebagai pencegah bagi calon pelaku kejahatan. Dengan menghilangkan nyawa
pelaku, negara dianggap telah memberikan keadilan yang setimba dan memberikan rasa
puas bagi masyarakat.

Di sisi lain, para penentang hukuman mati berfokus pada pelanggaran hak asasi
manusia yang mendasar. Mereka berargumen bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang
tidak dapat dicabut dan melekat pada setiap individu, tanpa kecuali. Hukuman mati,
menurut mereka, merupakan bentuk pencabutan hak hidup yang paling ekstrem (United
Nations, 1948). Selain itu, mereka juga meragukan efektivitas hukuman mati sebagai
pencegah kejahatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang
signifikan antara penerapan hukuman mati dengan penurunan tingkat kejahatan. Mereka
berpendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan
bersyarat sudah cukup untuk melindungi masyarakat dan memberikan efek jera.

Studi komparatif yang telah dilakukan secara ekstensif menunjukkan bahwa tidak ada
korelasi yang signifikan antara penerapan hukuman mati dengan penurunan tingkat
kejahatan (Donner, 1991). Artinya, negara-negara yang memberlakukan hukuman mati tidak
secara otomatis mengalami penurunan angka kejahatan yang lebih signifikan dibandingkan
negara-negara yang telah menghapuskannya. Temuan ini bertentangan dengan anggapan
umum bahwa hukuman mati merupakan pencegah kejahatan yang efektif. Beberapa faktor
lain, seperti kondisi sosial ekonomi, kualitas sistem peradilan pidana, dan tingkat pendidikan
masyarakat, terbukti memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap tingkat kejahatan.
Dengan demikian, data empiris menunjukkan bahwa hukuman mati bukan merupakan
solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kejahatan.

Sangat menarik untuk dicatat bahwa sejumlah penelitian telah mengungkap sebuah
temuan yang cukup mengejutkan terkait hukuman mati. Ketika kita membandingkan negara-
negara yang telah menghapuskan hukuman mati dengan negara-negara yang masih
memberlakukannya, muncul sebuah pola yang menarik : negara-negara yang telah
menghapuskan hukuman mati cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah. Ini
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mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi banyak orang, karena seringkali ada
anggapan bahwa hukuman mati akan membuat orang takut untuk melakukan kejahatan.
Namun, data-data empiris dari berbagai penelitian justru menunjukkan sebaliknya. Ada
beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada fenomena ini. Pertama, negara-negara
yang menghapuskan hukuman mati umumnya memiliki sistem peradilan pidana yang lebih
baik. Mereka lebih fokus pada upaya pencegahan kejahatan, seperti meningkatkan kualitas
pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi
para pelaku kejahatan. Kedua, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan juga
cenderung lebih tinggi di negara-negara yang menghapuskan hukuman mati. Ketika
masyarakat percaya bahwa sistem peradilan bekerja secara adil dan efektif, mereka lebih
cenderung untuk melaporkan tindak pidana dan bekerja sama dengan pihak kepolisian.
Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki efek
jera yang signifikan (Radelet, 1990). Artinya, meskipun seseorang diancam dengan hukuman
mati, hal itu tidak selalu menghentikan mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor
lain, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan pengaruh lingkungan, seringkali menjadi
penyebab utama seseorang melakukan kejahatan. Dengan demikian, menghapuskan
hukuman mati dan mengalihkan fokus pada upaya pencegahan kejahatan yang lebih
mendasar dapat menjadi langkah yang lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan.
Tentu saja, ini bukan berarti bahwa menghapuskan hukuman mati adalah satu-satunya cara
untuk mengurangi kejahatan. Ada banyak faktor kompleks yang mempengaruhi tingkat
kejahatan di suatu negara. Namun, bukti-bukti yang ada sejauh ini menunjukkan bahwa
hukuman mati bukanlah solusi yang efektif dan justru dapat menimbulkan masalah yang
lebih besar. Dengan demikian, kita perlu mempertimbangkan kembali pandangan kita
tentang hukuman mati dan mencari alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam
mengatasi masalah kejahatan.

Efektivitas Hukuman Mati dalam Mencegah Kejahatan.

Perdebatan mengenai efektivitas hukuman mati sebagai alat pencegahan kejahatan
telah menjadi topik yang hangat dalam diskusi hukum dan kriminologi. Klaim bahwa
hukuman mati merupakan hukuman yang paling efektif untuk mencegah kejahatan serius
telah lama dipercaya oleh banyak pihak. Anggapan ini didasarkan pada premis bahwa
ancaman hukuman mati akan menciptakan efek jera yang kuat bagi calon pelaku kejahatan.
Namun, sejauh mana klaim ini benar-benar didukung oleh bukti empiris masih menjadi
pertanyaan besar.

Untuk menguji efektivitas hukuman mati, banyak penelitian telah dilakukan dengan
membandingkan tingkat kejahatan di negara-negara yang menerapkan hukuman mati
dengan negara-negara yang telah menghapuskannya. Penelitian-penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi apakah ada korelasi yang signifikan antara penerapan hukuman mati
dengan penurunan tingkat kejahatan. Sayangnya, hasil penelitian yang ada seringkali tidak
konsisten dan sulit untuk digeneralisasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada
hubungan yang jelas antara penerapan hukuman mati dengan tingkat kejahatan. Artinya,
negara-negara yang menerapkan hukuman mati tidak selalu memiliki tingkat kejahatan yang
lebih rendah dibandingkan negara-negara yang telah menghapuskannya.
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Bahkan, ada beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang lebih mengejutkan.
Beberapa studi menemukan bahwa tingkat kejahatan justru cenderung meningkat setelah
penerapan hukuman mati (Donner, 1991). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti peningkatan kekerasan dalam sistem peradilan pidana akibat vonis hukuman mati,
atau adanya efek sebaliknya di mana masyarakat merasa bahwa negara telah mengambil alih
tanggung jawab untuk menghukum pelaku kejahatan, sehingga mengurangi motivasi
individu untuk mencegah kejahatan.

Kesimpulannya, bukti empiris yang mendukung klaim bahwa hukuman mati
merupakan pencegah kejahatan yang efektif masih sangat terbatas dan kontroversial. Banyak
faktor lain yang mempengaruhi tingkat kejahatan, seperti kondisi sosial ekonomi, kualitas
sistem peradilan pidana, dan tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, sulit untuk
mengisolasi pengaruh hukuman mati terhadap tingkat kejahatan secara tunggal. Hingga saat
ini, belum ada konsensus ilmiah yang kuat mengenai efektivitas hukuman mati sebagai alat
pencegahan kejahatan.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa tingkat kejahatan dipengaruhi oleh berbagai
faktor kompleks yang saling terkait. Kondisi sosial ekonomi suatu negara, seperti tingkat
kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tingkat pengangguran, memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap angka kejahatan. Penegakan hukum yang efektif dan sistem peradilan
pidana yang adil juga merupakan faktor kunci dalam mencegah kejahatan. Ketika sistem
peradilan pidana dianggap adil dan transparan, masyarakat cenderung lebih percaya pada
hukum dan lebih bersedia untuk melaporkan tindak pidana. Dengan demikian, sulit untuk
mengisolasi efek spesifik dari hukuman mati terhadap tingkat kejahatan. Pengaruh hukuman
mati terhadap tingkat kejahatan seringkali terjalin dengan faktor-faktor lain yang lebih
mendasar, sehingga sulit untuk menentukan secara pasti sejauh mana hukuman mati
berkontribusi pada penurunan atau peningkatan angka kejahatan.

Prosedur Hukuman Mati di Berbagai Negara dan Apakah Terdapat Perbedaan yang
Signifikan.

Jika kita melihat lebih dekat pada bagaimana hukuman mati dilaksanakan di berbagai
negara, kita akan menemukan beragam prosedur yang sangat berbeda satu sama lain.
Perbedaan-perbedaan ini tidak hanya terlihat pada jenis hukuman yang diberikan (seperti
gantung, tembak, atau suntik mati), tetapi juga pada keseluruhan proses hukum yang dilalui
oleh terpidana mati. Mulai dari tahap putusan pengadilan, proses banding, hingga
pelaksanaan eksekusi, setiap negara memiliki aturan dan prosedur yang unik. Perbedaan-
perbedaan ini mencerminkan keragaman sistem hukum, nilai-nilai budaya, dan pandangan
masyarakat yang berlaku di masing-masing negara.

Faktor-faktor seperti sistem hukum, pandangan masyarakat, dan tingkat
perkembangan suatu negara sangat mempengaruhi kompleksitas dan ketatny prosedur
pelaksanaan hukuman mati. Beberapa negara memiliki prosedur yang sangat ketat,
melibatkan berbagai tahapan verifikasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa eksekusi
dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan hukum. Tahapan-tahapan ini seringkali
mencakup pemeriksaan kesehatan, kesempatan untuk mengajukan banding, dan bahkan hak
untuk bertemu dengan penasihat hukum. Di sisi lain, ada juga negara-negara yang memiliki
prosedur yang lebih sederhana, bahkan terkesan terburu-buru. Perbedaan-perbedaan ini
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memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana hak-hak asasi manusia terpidana mati
dijamin dalam setiap proses eksekusi (Amnesty International, 2023).

Di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, seperti Amerika
Serikat, proses hukum bagi terpidana mati cenderung lebih panjang dan kompleks
dibandingkan dengan negara yang menganut sistem hukum civil law. Setelah putusan
pengadilan tingkat pertama, terpidana biasanya memiliki hak untuk mengajukan banding ke
pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Proses banding ini dapat berlangsung bertahun-tahun,
melibatkan berbagai tahapan hukum, dan seringkali melibatkan argumen-argumen yang
sangat teknis. Selain itu, terpidana mati juga memiliki kemungkinan untuk mengajukan
permohonan grasi kepada kepala negara. Permohonan grasi ini merupakan upaya terakhir
untuk mendapatkan pengampunan atau pengurangan hukuman. Proses permohonan grasi
juga melibatkan pemeriksaan yang sangat ketat, termasuk peninjauan kembali seluruh proses
hukum yang telah dilalui oleh terpidana.

Menariknya, kontras dengan sistem hukum common law, negara-negara yang
menganut sistem hukum perdata sering kali memiliki prosedur pelaksanaan hukuman mati
yang lebih singkat dan formalitas yang lebih terbatas. Proses hukum yang lebih singkat ini
dapat berarti lebih sedikit peluang bagi terpidana untuk mengajukan banding atau
permohonan grasi (Bedau, 1982). Akibatnya, risiko terjadinya kesalahan yudisial menjadi
lebih tinggi. Selain itu, perbedaan dalam sistem hukum juga berimplikasi pada jenis
hukuman mati yang diterapkan. Di beberapa negara dengan sistem hukum perdata, metode
eksekusi yang digunakan cenderung lebih sederhana dan kurang melibatkan teknologi medis
yang canggih.

Variasi dalam prosedur dan metode eksekusi ini seperti hukuman gantung,
penembakan, suntikan mematikan, hingga gas beracun memunculkan sejumlah pertanyaan
penting mengenai kemanusiaan dan keadilan dalam pelaksanaan hukuman mati (Amnesty
International, 2023). Risiko terjadinya kesalahan yudisial dalam kasus hukuman mati juga
menjadi perhatian utama. Hukuman mati merupakan hukuman yang bersifat final dan tidak
dapat dibatalkan. Oleh karena itu, kesalahan dalam proses peradilan dapat berakibat fatal
dan merenggut nyawa seseorang yang tidak bersalah. Perbedaan-perbedaan dalam
pelaksanaan hukuman mati ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam
memastikan bahwa hukuman mati dilaksanakan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum.

KESIMPULAN

Analisis komparatif terhadap penerapan hukuman mati di berbagai negara mengungkap
keragaman yang mencolok dalam praktik dan kebijakan hukum terkait. Faktor-faktor sejarah,
budaya, agama, dan tekanan internasional telah membentuk lanskap yang beragam dalam
perdebatan hukuman mati. Sementara beberapa negara berpegang teguh pada keyakinan bahwa
hukuman mati merupakan bentuk keadilan yang setimpal bagi kejahatan berat, bukti empiris
yang konsisten mengenai efektivitasnya dalam mencegah kejahatan masih sulit ditemukan.
Justru, tren global menunjukkan bahwa banyak negara yang telah menghapuskan hukuman mati
justru mengalami penurunan tingkat kejahatan. Selain perbedaan dalam kebijakan, prosedur
pelaksanaan hukuman mati juga sangat bervariasi di antara negara-negara. Mulai dari tahap pra-
eksekusi, seperti proses banding dan permohonan grasi, hingga metode eksekusi yang



C A U S A Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 6 No 10 Tahun 2024

ISSN 3031-0369 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

digunakan, seperti hukuman gantung, suntik mati, atau gas beracun, setiap negara memiliki
standar dan praktik yang berbeda. Variasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang
kemanusiaan dan keadilan dalam pelaksanaan hukuman mati. Risiko terjadinya kesalahan
yudisial, di mana seseorang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati, menjadi ancaman nyata.
Proses hukum yang kompleks dan kemungkinan adanya bias dalam sistem peradilan pidana
dapat meningkatkan potensi terjadinya kesalahan fatal ini. Perdebatan seputar hukuman mati
juga melibatkan dimensi etika dan moral yang kompleks. Hak untuk hidup merupakan hak asasi
manusia yang fundamental. Hukuman mati, dengan sifatnya yang final dan tidak dapat
dibatalkan, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana negara memiliki hak untuk
merampas nyawa warganya. Selain itu, efek psikologis dari hukuman mati terhadap para pelaku
kejahatan dan masyarakat secara umum juga menjadi perhatian. Secara keseluruhan, penerapan
hukuman mati merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, tanpa jawaban yang sederhana.
Perdebatan ini melibatkan berbagai perspektif, mulai dari hukum dan etika hingga politik dan
sosial. Penting untuk terus melakukan penelitian dan evaluasi yang mendalam untuk memahami
dampak jangka panjang dari hukuman mati serta mencari alternatif yang lebih manusiawi dan
efektif dalam mengatasi kejahatan.
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